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PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2020/PA.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara: 

Penggugat, Lahir di Pematang Cermai, 02 Mei 1982, umur 39 tahun, agama

Islam,  pendidikan  terakhir  SD,  pekerjaan  Ibu  Rumah

Tangga,  warga  negara  Indonesia,  tempat  tinggal  di

Kabupaten  Serdang  Bedagai,  selanjutnya  disebut

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir  di  Martatuli,  05  Mei  1975,  umur  46  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  terakhir  SLTP,  pekerjaan  Petani,  warga

negara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang

Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  gugatan  secara  tertulis  dengan

surat  gugatannya  bertanggal  19  Juni  2020,  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Sei  Rampah  dengan  Register  Nomor

517/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 06 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  telah  menikah  pada  tanggal  29  Mei

2002 sesuai  dengan Duplikat  Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat  PPN

KUA,  Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai  Nomor:

124/13/VI/2002 tanggal 27 Desember 2019;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dand  Tergugat  telah  bergaul

layaknya suami-istri  (ba’da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang
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tua Penggugat selama satu tahun kemudian pindah ke Dumai hingga saat

ini; 

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

tiga orang anak;

4. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun  dan

harmonis tiga belas  tahun setelah  pernikahan,  namun sejak  awal  tahun

2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak

rukun  dan  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga yang disebabkan karena;

a. Tergugat  lebih  mendengarkan  keluarga  Tergugat  dari  pada

Penggugat;

b. Tergugat  lebih  menyayangi  keluarga  Tergugat  dari  pada

Penggugat;

c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada

tahun 2014, dimana Penggugat sudak tidak tahan atas sikap Tergugat yang

pilih  kasih  terhadap  Penggugat  dan  Penggugat  memanggil  pihak  Desa

untuk  memediasi  Penggugat  dan Tergugat  demi  memperthankan  rumah

tangga  dan terakhir  Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat  dan  anak-

anak  Pengugat  dan  Tergugat,  sejak  saat  itu  hak  dan  kewajiban  antara

Penggugat dan Tergugat  tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga

saat ini;

6. Bahwa pihak  keluarga telah berusaha  untuk mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat agar hidup rukun kembali  dalam rumah tangga, namun

tidak berhasil;

7. Bahwa dengan  alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  merasakan rumah

tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat tidak  dapat  dipertahankan  lagi,

maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan  Agama  Sei  Rampah cq.  Majelis  Hakim  yang  Mulia  untuk
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menetapkan  hari  persidangan,  memanggil  para  pihak,  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  serta  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara tidak mampu;

 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa,   pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh

Ketua  Majelis  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  Penggugat  dan

Tergugat  telah dipanggil  sesuai  dengan ketentuan pasal  55 Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Penggugat  secara  inperson hadir  di  persidangan,  sedangkan Tergugat  tidak

pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah berdasarkan undang-undang; 

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak

mampu  membayar  biaya  perkara,  oleh  karena  itu  mohon  diizinkan  untuk

berperkara secara cuma-cuma; 

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah

mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sei

Rampah,  sebagaimana  tertuang  dalam  Surat  Keputusan  Kuasa  Pengguna

Anggaran Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor W2. A21/990/KU.01/VII/2020

tanggal 15 Juli 2020 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah;

 Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82

ayat  1  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989,  Majlis  Hakim  berusaha

mendamaikan Penggugat  dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada

Penggugat   agar  kiranya  Penggugat  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk

melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut

tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;
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Bahwa,  Majelis  Hakim tidak  dapat  melakukan  mediasi  sebagaimana

dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah

hadir dipersidangan; 

Bahwa,  kemudian  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil

gugatannya yang  semuanya  telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara

ini;

Bahwa  untuk  mempertahankan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,

Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA,  Kecamatan  Tanjung

Beringin Kabupaten Serdang Bedagai,  Nomor 124/13/VI/2002 Tanggal

27 Desember 2019Salim bin  Rusmin,  bukti  surat  tersebut  telah diberi

meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan telah  dicocokkan  dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat

tinggal  di  Dusun  V  Nagur,  Kecamatan  Tanjung  Beringin,  Kabupaten

Serdang  Bedagai,  Saksi  mengaku  kenal  dengan  Penggugat  dan

Tergugat,  hubungan  sebagai  Ayah  Kandung  Penggugat,  menyatakan

bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang

menikah tahun 2002 dan sampai sekarang sudah mempunyai  tiga orang

anak;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal  bersama  di

Dumai;

- Bahwa, setahu saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat

baik-baik saja, namun keduanya terlihat sudah tidak rukun sejak tahun

tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih

disebabkan  karena  Tergugat  lebih  mementingkan  keluarga  Tergugat
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daripada  Penggugat  dan  anak-anak  Penggugat  serta  Tergugat  dan

jarang memberikan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  saksi  melihat  dan  mendengar  sendiri  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa  setahu  saksi,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah

rumah  sejak  akhir  tahun  2014,  Penggugat  meninggalkan  rumah

kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Penggugat;

- Bahwa  yang  saksi  ketahui  Tergugat  tidak  pernah  datang

menjemput Penggugat;

- Bahwa, sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat saksi telah

berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. Saksi  II,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat

tinggal di Dusun III Kubang Gajah, Desa Pematang Cermai, Kecamatan

Tanjung Beringin,  Kabupaten Serdang Bedagai,  Saksi  mengaku kenal

dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  hubungan  sebagai  tetangga

Penggugat,  menyatakan  bersedia  menjadi  saksi  dan  memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang

menikah tahun 2002 dan sampai sekarang sudah mempunyai  tiga orang

anak;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal  bersama  di

Dumai;

- Bahwa, setahu saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat

baik-baik saja, namun keduanya terlihat sudah tidak rukun sejak tahun

tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih

disebabkan  karena  Tergugat  sering  tidak  mempedulikan  kebutuhan

anak-anak  Penggugat  dan  Tergugat  dan  lebih  memilih  membela

keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat;

- Bahwa  saksi  melihat  dan  mendengar  sendiri  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar sewaktu didamaikan di Balai Desa;
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- Bahwa  setahu  saksi,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah

rumah  sejak  akhir  tahun  2014,  Penggugat  meninggalkan  rumah

kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Penggugat;

- Bahwa  yang  saksi  ketahui  Tergugat  tidak  pernah  datang

menjemput Penggugat;

- Bahwa, sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat saksi telah

berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di

persidangan,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  dengan  gugatan

Penggugat  dan  mohon  kepada  Majelis  Hakim  mengabulkan  gugatan

Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,  Majelis Hakim

cukup  menunjuk  kepada  berita  acara  sidang  yang  merupakan  bagian  yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ; 

Menimbang,  bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah

dan  patut  untuk  datang  menghadap  di  persidangan  sesuai  bunyi  pasal  55

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama jo.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari

dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya  secara in

person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak

pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata

ketidak  hadiran  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah

berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu sesuai  dengan ketentuan

pasal  149  R.Bg  Majlis  cukup  alasan  menyatakan  Tergugat  tidak  hadir  dan

perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg.

jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha
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secara  optimal  mendamaikan  Penggugat  dengan  memberi  saran  kepada

Penggugat  agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  a-quo  tidak  dapat  dilakukan

mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena

Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka

dilanjutkan  pemeriksaan  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban

Tergugat oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu

berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 jis. Pasal  1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

tahun  2009,  Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa,  mengadili  dan

memutus perkara a-quo;

Menimbang,  bahwa terhadap gugatan Penggugat  yang dibacakan di

persidangan,  Penggugat  menyatakan  tetap  pada  pendiriannya  yang  pada

pokoknya ingin bercerai dari Tergugat karena sejak tahun 2019 rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran  terus  menerus,

disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat,

dan sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah,

dan  saat  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  terjalin  hubungan

sebagaimana layaknya suami dan isteri hingga saat ini;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an  Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya:  Barang siapa yang dipanggil  untuk  menghadap hakim Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah

haknya;
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Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  pernah  hadirnya  Tergugat  di

persidangan,  maka  dapat  ditafsirkan  Tergugat  telah  mengakui  seluruh  dalil

gugatan Penggugat,  sehingga dalil-dalil  gugatan Penggugat  dianggap benar

dan terbukti; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini  merupakan perkara perceraian,

untuk  menghindari  adanya  rekayasa  dalam  perceraian  dan  berdasarkan

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka

Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran

yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah  mengajukan  bukti  surat yakni  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,  yang

merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan

aslinya, dan oleh Majelis Hakim diberi tanda (P). Oleh karena itu, bukti tersebut

telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo.

Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdata dan

Pasal  285 R.Bg),  sehingga  terbukti  bahwa Penggugat  dan  Tergugat  adalah

suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih

dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan

berkepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai legitima

persona standi in judicio dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa  Penggugat  mendalilkan  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan

secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Penggugat merasa

mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  dari  posita  gugatan  Penggugat,  Majelis  Hakim

menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam

rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  telah  terjadi  perselisihan yang terus

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan
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ketentuan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  oleh  karena  itu  secara  formal

gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  telah  mengajukan  saksi-saksi,

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah

dewasa  serta  sebagai  orang  dekat  Penggugat  dan  sebelum  memberikan

kesaksian  sudah  terlebih  dahulu  diambil  sumpahnya  oleh  Majelis  Hakim

sehingga  telah  memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi sebagaimana  diatur

dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  (satu)  dan  saksi  2  (dua)

Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  fakta  yang  dilihat  dan  didengar

sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil,

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  (satu)  dan  saksi  2  (dua)

Penggugat  bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  ( link  and

match), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal

Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat

dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan

dengan dalil-dalil  gugatan Penggugat,  oleh karena itu Majelis Hakim menilai

kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang

sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 16 Tahun 2019,  ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir  dan

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara

Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah,  tidak  berada  lagi  dalam  satu

kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri

lagi yang telah berlangsung sejak bulan nopember 2019 hingga sekarang lebih

kurang  selama  1  tahun   7  bulan  tidak  saling  menghiraukan  lagi,  telah

menunjukkan  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  kehilangan

kebahagiaan  sebagai  representasi  keterikatan  lahir  batin,  oleh  karenanya

menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan

telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak

dapat  lagi  mewujudkan  kebahagiaan  yang  kekal  lahir  batin  dalam

perkawinannya; antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin

yang kuat (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam

sebuah  rumah  tangga,  sudah  tidak  saling  mencintai  dan  tidak   saling

membutuhkan,  dan  tujuan  perkawinan  untuk  menciptakan  keluarga  yang

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum

ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

ditegaskan bahwa  “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri

terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksudkan  perselisihan  dalam  rumah

tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat

dinyatakan  telah  terjadi  perselisihan  jika  hubungan  antara  pasangan  suami

isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi,

dengan  ditemukannya  fakta  bahwa  Tergugat  mengantarkan  Penggugat
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kerumah orangtua Penggugat, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan

sebagai fakta hukum, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah

rumah,  dan  tidak  menjalankan  hak  dan  kewajiban  sebagai  suami  istri  lagi,

menunjukkan bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak lagi  saling

percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri

yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah

tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis

Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati  Penggugat namun tetap

tidak  berhasil,  Penggugat  tetap  bersikeras  ingin  bercerai  dengan  Tergugat,

dengan  demikian  patut  dinyatakan  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir

maupun  batin  atau  dapat  dikategorikan  sebagai  rumah  tangga  yang  telah

pecah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan

Tergugat  sudah  sulit  untuk  menciptakan  keutuhan  rumah  tangganya  yang

sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  sebagaimana  maksud  ketentuan  Pasal  3

Kompilasi  Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan

ekspektasi  untuk kembali  rukun sebagai  suami  istri  yang merupakan unsur-

unsur  terpenuhinya  alasan  perceraian  sebagaimana  dimaksudkan  dalam

ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak

hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

merupakan  fakta  hukum  yang  cukup  untuk  alasan  dalam  suatu  perceraian

sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat

selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling
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mencintai,  saling  pengertian  dan  saling  melindungi  dan  bahkan  Penggugat

tetap  sudah  tidak  lagi  berkeinginan  untuk  meneruskan  rumah  tangganya

dengan Tergugat maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh

melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari akses

negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas

kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak

rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  tersebut  dibubarkan atau diceraikan

daripada tetap dipersatukan;

Menimbang  bahwa  pada  dasarnya  tujuan  inti  hukum  Islam  dapat

dirumuskan dengan kalimat: 

 (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung

pengertian  tujuan  disyariatkannya  hukum  termasuk  di  dalamnya  hukum

perkawinan,  adalah  untuk  kemaslahatan  dalam  arti  untuk  kebaikan,

keselamatan  dan  kebahagiaan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.

Sehingga  bila  bertentangan  antara  mafsadat  dengan  manfaat,  maka  lebih

utama menjauhkan mafsadat daripada mengejar mashlahat yang belum tentu

dapat diraih;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada

pendapat ahli fiqih dalam kitab  Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat  Majelis Hakim, yang berbunyi:

Artinya  “Dan apabila  seorang isteri  sudah sangat  benci  (tidak  cinta)

pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan

talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah

cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana  dimaksud Pasal 39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 Huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  mengajukan  perkara

melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan

Kuasa  Pengguna  Anggaran  Pengadilan  Agama  Sei  Rampah,  maka  biaya

perkara  ini  dibebankan  kepada  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran/DIPA

Pengadilan Agama Sei Rampah;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap kepersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Biaya  yang  timbul  dalam perkara  ini  sejumlah  Rp  300.000.00,-(  Tiga

ratus  ribu  rupiah),  dibebankan  kepada  Negara  melalui  DIPA Pengadilan

Agama Sei Rampah;

Demikian  Putusan  ini  dijatuhkan  di  Pengadilan  Agama  Sei  Rampah

dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 21

Juli 2020  Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriyah,

oleh  kami  Nahdiyatul  Ummah.  S.Ag.  M.H  sebagai  Ketua  Majelis,  Fauzan

Arrasyid, S.H.I, M.A dan Istiqomah Sinaga, S.H.I masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh

Umi  Ulfah  Tarigan,  S.H.,  M.H. sebagai  Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Nahdiyatul Ummah. S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota, 

dto
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Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A. Istiqomah Sinaga, S.H.I.
Panitera Pengganti,

dto

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK Perkara Rp.    50.000,00

2. Biaya Panggilan Rp.   244.000,00

3. Biaya Redaksi Rp.    10.000,00

4. Biaya Materai Rp.     6.000,00

Jumlah Rp.  300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)
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